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BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Pasal
116 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
Tahun Anggaran 2026;

1.

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut,
Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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10.

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7169);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
(Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor

6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor




6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor
6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor
3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Barito Utara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi dana dari penerimaan
hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah
Kabupaten Barito Utara dan diberikan kepada Pemerintah Desa di wilayah
Kabupaten Barito Utara.

Dana Bagi Hasil Merata yang selanjutnya disebut DBH Merata adalah DBH Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada seluruh Pemerintah Desa
dengan besaran yang sama tanpa memperhitungkan besaran kontribusi
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tujuan untuk

mendukung pemerataan kemampuan keuangan daerah dan Pelayanan Publik
Dasar.

Dana Bagi Hasil Proporsional yang selanjutnya disebut DBH Proporsional adalah
DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada seluruh
Pemerintah Desa berdasarkan besaran kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang berasal dari wilayah masing-masing dengan tujuan untuk




memberikan insentif atas kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Retribusi Daerah adalah vang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat
PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap
pengalokasian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa
Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan transparansi dalam pengalokasian bagi
hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa secara merata dan
berkeadilan yang digunakan untuk memajukan dan menyejahterakan Desa.

BAB Il
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Desa

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
kepada Desa dalam APBD tahun anggaran 2026 berdasarkan realisasi tahun
2025.

(2) Alokasi DBH Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
Rp5.722.417.163,30,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus
tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah tiga puluh sen).

(3) Alokasi DBH Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
Rp1.636.487.539,50,- (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat

ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah lima
puluh sen).

(4) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan:
a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.
(5) Ketentuan mengenai Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk

setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil



penjumlahan antara DBH Merata dan DBH Proporsional, dengan menggunakan
formula yang tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) DBH Merata untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung
berdasarkan DBH Merata dibagi dengan sejumlah Desa.

(7) DBH Proporsional untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan hasil penjumlahan antara nilai bobot Desa dikalikan dengan nilai
pagu DBH Proporsional, dengan menggunakan formula yang tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(8) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas data Realisasi
Pembayaran Pajak PBB-P2 dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pasal 5
Ketentuan mengenai rincian besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2026 yang diterima setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran [Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah kepada Desa

Pasal 7
Mekanisme Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran

2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Bagian Ketiga
Prioritas Penggunaan Dana

Pasal 8
(1) DBH dan Retribusi Daerah yang diterima Desa diprioritaskan untuk penggunaan
pada :
a. Peningkatan pelayanan publik;
b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar Desa,;
¢. Penguatan kapasitas kelembagaan Desa; dan
d. Kegiatan pemberdayaan masyarakat.
(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang selaras dengan
dokumen perencanaan pembangunan Desa.

Pasal O
(1) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari DBH dan Retribusi
Daerah, penggunaannya harus mengacu pada hasil musyawarah Desa.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(2)

Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
melibatkan unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan
perwakilan masyarakat.

Penggunaan SILPA harus menjamin kesesuaian dengan kebutuhan riil
masyarakat Desa dan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan
Desa.

Penggunaan SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3) tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB 111
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA

Pasal 10
Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi DBH Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Desa dan mempertanggungjawabkan penggunaan DBH
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa kepada Bupati melalui Dinas
Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah.

Penyampaian laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada
saat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada
Desa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:

a. realisasi penggunaan dana;

b. keluaran dan hasil pelaksanaan kegiatan; dan

c. hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah  Kepada Desa menjadi satu Kesatuan dengan  laporan
pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB 1V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH Pajak dan Retribusi
Daerah bertujuan untuk :
a. memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan;
b. menjamin efektifitas penggunaan dana; dan
c. menjamin akuntabilitas penggunaan dana.
Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah
yvang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan dan Pendapatan
Daerah dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 12

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:

(2)

a. sosialisasi dan edukasi kepada aparat dan masyarakat Desa;

b. bimbingan teknis pengelolaan dan penggunaan dana;

c. pelatihan kapasitas aparat Desa; dan/atau

d. pendampingan dalam proses perencanaan dan peclaksanaan.

Pembinaan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu
bila di perlukan.




Pasal 13

(1) Pengawasan dilakukan terhadap:

a. perencanaan penggunaan dana;

b. pelaksanaan penggunaan dana;

c. pelaporan penggunaan dana; dan

d. pertanggungjawaban penggunaan dana.
(2) Pengawasan dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen administrasi;
verifikasi lapangan;
audit; dan/atau
penilaian Kinerja.

ae oD

Pasal 14
(1) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan ketidaksesuaian
penggunaan dana dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Bupati
dapat mengeluarkan peringatan tertulis kepada Kepala Desa.
(2) Dalam hal ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan kerugian daerah, dilakukan

tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang
berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Juli 2026

BUPATI BARITO UTARA,
TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026 NOMOR 19




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULA ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH UNTUK SETIAP DESA

DBHyx = DBH Merata + DBH Proporsional

Keterangan :

DBHx : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa

DBH Merata . DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merata vang
diterima Desa

DBH Proporsional : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah proporsional untuk

setiap Desa

BUPATI BARITO UTARA,
TID

SHALAHUDDIN




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

ALOKASI DANA BAG! HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULA DBH PROPORSIONAL UNTUK SETIAP DESA

- DBH Proporsionalx = BDx x DBH Proporsional |

Keterangan :

DBH Proporsionalx

BDx
DBH Proporsional

DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah proporsional untuk
setiap Desa

Nilai Desa untuk setiap Desa

Pagu DBH Proporsional

BUPATI BARITO UTARA,
TTD

SHALAHUDDIN
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